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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan
keuangan di lingkungan Kementerian Sosial, perlu
meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial Nomor
04A/HUK/2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Anggaran di Lingkungan Departemen Sosial
Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali
Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
dalam Peraturan Menteri Sosial,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali dibah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/
2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam
Pelaksanaan APBN;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/
2007 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/

2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/
2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/
2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/
2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi
Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah
Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung
oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk
Uang;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN Dl LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi
pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

Kas Umum Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUN, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas
nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum
Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat
KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran
pada Kementerian Sosial

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban belanja negara.

Pejabat Penandatangan SPM, yang selanjutnya disingkat PP-SPM,
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk
melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan
menerbitkan Surat Perintah Membayar.
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Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker, adalah bagian dari
suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu
atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana
APBN.

Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat
UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.

Petugas akuntansi adalah pegawai yang ditunjuk dengan Surat
Keputusan Menteri/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja
untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Kuangan, baik pada tingkat
UAKPA, UAPPA-W1, UAPA E1 dan UAPA.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
APIP, adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP,
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan.

Aplikasi TRPNBP adalah suatu alat untuk membantu perangkat
instansi pemerintah dalam membahas dan mengelola Penerimaan
Negara Bukan Pajak bersama dengan Kementerian Keuangan (c.q.
Direktorat PNBP) untuk menentukan perhitungan besaran Target dan
Realisasi PNBP.

Hibah adalah Pendapatan/Belanja Pemerintah Pusat yang berasal
dari/ untuk badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan,
pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibayar/diterima kembali, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang berasal
dari badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah
Negara asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga internasional
baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang, yang selanjutnya
disingkat HLNL Uang, adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam
bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang
diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dari pemberi
hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang, yang selanjutnya
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